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QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH 

KABUPATEN ACEH BARAT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEULABOH 

  ABSTRAK :      -    Bahwa untuk mendukung kelancaran operasional Perusahaan Daerah Air Minum Tirta 

meulaboh perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh dan berdasarkan ketentuan Pasal 304 

ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 189 ayat (1) 

dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, 

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat menambah penyertaan modal kepada 

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh dan ditetapkan dengan Qanun. 

Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat 

tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada 

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh.  

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No.7 (Drt) Tahun 1956; UU 

No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 

2011; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005; Peraturan 

Pemerintah No.79 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 

Tahun 2015; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 3 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh 

Barat No. 8 Tahun 2016. 

 

- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penambahan Penyertaan 

Modal, Besaran Penambahan Penyertaan Modal, Deviden atas Penyertaan Modal, 

Evaluasi, Ketentuan Penutup. 

 CATATAN : -   Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan, 31 Mei 2017  

- Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih 
lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.  

- Penjelasan : 1 hlm 


